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Pandemi COVID-19 dan Produktifitas

Pandemi COVID-19 telah berdampak meru-
gikan masyarakat, tidak hanya kesakitan dan
kematian tetapi juga pada berbagai bidang
sosial dan ekonomi. Efek pandemi dengan
berbagai situasi yang berhubungan seperti
pembatasan kegiatan, pembatasan perdagan-
gan, pembatasan pergerakan, dan pengun-
cian daerah menyebabkan terbatasnya kegia-
tan berbagai sektor produksi. Pada bulletin
Word Food Program COVID-19: Economic
and Food Security Implications (4" Edition)"
merilis data tentang situasi Indonesia setelah
9 bulan mengalami masa pandemi. Dari data
yang disampaikan didapatkan bahwa Prod-
uct Domestic Bruto (PDB) Indonesia terus
menyusut selama kuartal kedua berturut-turut
karena pandemi, dengan tingkat inflasi tahu-
nan meningkat menjadi 1,6% pada November
2020. Harapan optimis dengan gambaran se-
cara berangsur adanya pertumbuhan positif di
semua sektor ekonomi. Pada Agustus 2020,
tingkat pengangguran nasional mencapai
7% (9,8 juta pekerja), peningkatan setengah
pengangguran (dari 6,4% menjadi 10,2%),
pekerjaan paruh waktu (dari 22,5% menjadi
26%), dan penurunan penghasilan mencapai
7% (Agustus 2020 dibanding Agustus 2019).
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Empat belas persen dari populasi usia kerja
(kelompok usia 15 — 64 tahun) yaitu 29 juta
orang telah dipengaruhi oleh pandemi dan
kemungkinan akan mendorong lebih ban-
yak orang yang rentan ke dalam kemiskinan.
Dengan merujuk perkiraan Bank Dunia dis-
ampaikan oleh WFP bahwa untuk pertama
kalinya sejak 2006, kemiskinan ekstrem
(penghasilan < USD 1,9/hari) kemungkinan
besar akan meningkat dari 2,7% pada 2019
menjadi 3% pada 2020. Upaya mengatasi
pandemi menjadi prioritas pemerintah untuk
dapat mendorong pemulihan ekonomi. Pe-
merintah membentuk Komite Penanganan
COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasion-
al (KPCPEN) untuk melakukan percepatan
penanganan COVID-19 berbarengan dengan
pemulihan perekonomian dan transformasi
ekonomi nasional. KPCPEN membuat priori-
tas kegiatan yang terdiri dari Indonesia Sehat,
Indonesia Bekerja, dan Indonesia Tumbuh.?
Upaya mitigasi dampak pandemik COVID-19
oleh Pemerintah Indonesia dilakukan dengan
Program Pemulihan Ekonomi Nasional ter-
masuk didalamnya adalah intervensi bidang
kesehatan, skema jaring pengaman dan per-
lindungan sosial, dan insentif untuk usaha ke-
cil dan menengah (UKM).
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Intervensi bidang kesehatan diawali dengan
Pembatasan Sosial Berskala Besar dan pen-
didikan publik untuk mematuhi protokol kes-
ehatan, diikuti gerak cepat pemerintah Indo-
nesia untuk melaksanakan program vaksinasi
COVID-19 secara nasional. Suatu keputusan
yang memberikan harapan untuk lebih cepatn-
ya kepulihan ekonomi dengan pulihnya kegia-
tan produksi. Namun harapan besar ini tidak
dapat segera terwujud karena ketersediaan
vaksin yang terbatas disebabkan pasokan
yang bertahap. Meskipun pemerintah men-
jamin vaksinasi untuk seluruh warga tetapi
pasokan vaksin tidak akan segera tersedia da-
lam jumlah yang mencukupi untuk memvak-
sinasi semua sasaran. Dalam situasi pasokan
yang terbatas maka WHO Strategic Advisory
Group of Experts on Immunization (SAGE)
mengusulkan tiga tahapan prioritas berdasar-
kan kelompok risiko.? Tiga kelompok berisiko
tinggi dimaksud adalah; Petugas kesehatan
yang berisiko tinggi hingga sangat tinggi un-
tuk terinfeksi dan menularkan SARS-CoV-2
dalam komunitas; Kelompok dengan risiko
kematian atau penyakit yang berat (komor-
bid) dan; Kelompok sosial/pekerjaan yang
berisiko tinggi tertular dan menularkan infek-
si karena mereka tidak dapat melakukan jaga
jarak secara efektif (petugas publik). Indone-
sia termasuk yang mengalami keterbatasan
pengadaan vaksin untuk memenuhi seluruh
warga. Pemerintah Indonesia memutuskan
bahwa pelaksanaan vaksinasi nasional dilaku-
kan melalui empat tahapan. Tahap satu vaksi-
nasi diprioritaskan kepada tenaga kesehatan,
asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang
serta mahasiswa yang sedang menjalani pen-
didikan profesi kedokteran dan bekerja pada
fasilitas pelayanan kesehatan. Tahap satu ini
sedang berlangsung dan diharapkan selesai
April 2021. Tahap 2 segera setelah tahap 1
dan saat ini untuk warga Jakarta telah ber-
jalan sejak 16 Februari 2021. Tahap 2 ini di-
harapkan juga selesai bulan April 2021 den-
gan sasaran adalah petugas pelayanan publik
yaitu Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian
Negara Republik Indonesia, aparat hukum,
dan petugas pelayanan publik lainnya. Yang
dimaksud petugas pelayanan publik lainnya
adalah petugas di bandara/pelabuhan/stasiun/
terminal, perbankan, perusahaan listrik neg-
ara, dan perusahaan daerah air minum, ser-
ta petugas lain yang terlibat secara langsung
memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Tahap ini juga menyertakan penduduk kelom-
pok usia lanjut (> 60 tahun). Tahap 3 dengan

waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022,
sasaran vaksinasinya adalah masyarakat rent-
an dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.
Yang terakhir adalah masyarakat dan pelaku
perekonomian lainnya yang diharapkan dapat
selesai pada bulan Maret 2022.

Kecuali pekerja sektor kesehatan dan pelayan
publik yang disebutkan sebelumnya maka
dengan skema ini pekerja pada umumnya
akan menerima pada tahap 4 yang dapat saja
sampai Maret 2022. Hal ini tentu tidak men-
guntungkan bagi dunia usaha karena adanya
ketidakpastian dalam pelaksanaan kegiatan
produksi. Dunia usaha telah berupaya untuk
tetap berproduksi dengan penerapan protokol
kesehatan di tempat kerja. Pedoman untuk
mempertahankan kelangsungan usaha telah
dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.*
Pedoman ini telah dilaksanakan oleh sebagian
pelaku usaha terutama pada sektor ekonomi
formal. Pelaksanaan pedoman ini tentu
meningkatkan biaya produksi akibat biaya
yang harus dikeluarkan untuk skrining infeksi
COVID-19, pembatasan jarak dengan mem-
batasi proporsi hari kerja, biaya pengadaan
alat pelindung diri, dan biaya tidak langsung
seperti pengupahan karyawan yang tidak ter-
jadwal bekerja. Dengan penerapan protokol
kesehatan di tempat kerja sedemikian rupa,
ternyata terjadinya penularan COVID-19 di
antara pekerja tetap terjadi yang antara lain
ketika kontak di luar tempat kerja. Banyak
bidang usaha yang dalam kegiatan produksin-
ya tidak memungkinkan terlaksananya jaga
jarak secara efektif. Data dari Satuan Tugas
(Satgas) Nasional Penanganan COVID-19
Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa sam-
pai September 2020 klaster tempat kerja men-
capai 22 perusahaan dan berkontribusi terh-
adap 690 Pekerja yang tertular COVID-19.°
Data tersebut merupakan gambaran di salah
satu kabupaten dengan daerah industri dan
baru sebatas pekerja di sektor ekonomi for-
mal. Satgas Penanganan COVID-19 Nasion-
al melansir berita bahwa sampai September
2020 terdapat kluster rumah sakit menular-
kan 24.400 pasien, kluster perkantoran ber-
jumlah 3.194 karyawan, kluster Anak Buah
Kapal dan Palang Merah Indonesia mengenai
1.641 orang, kluster pasar menyebar pada 622
orang dan kluster Puskesmas ada 220 pasien.®
Dengan demikian perlu penguatan mencegah
penyebaran COVID-19 di kalangan pekerja.
Vaksinasi adalah harapan untuk penguatan di-
maksud karena diharapkan dapat melindungi
pekerja ketika di tempat kerja dan di luar tem-
pat kerja. Percepatan dan atau pelaksanaan
vaksinasi mandiri merupakan alternatif yang
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dapat dilakukan.
Keuntungan Bagi Semua Pihak

Vaksinasi yang dilakukan lebih awal terhadap
pekerja yang dapat secara mandiri atau dise-
but juga vaksinasi gotong royong mempunyai
keuntungan dari berbagai perspektif. Dengan
vaksinasi bagi pekerja maka pengusaha mem-
punyai kesempatan perencanaan kegiatan pro-
duksi yang lebih pasti, dan biaya pengeluaran
untuk skrining dan pembiayaan pekerja sakit
juga berkurang. Perusahaan juga mendapat
keuntungan dengan citra perusahaan menjadi
lebih baik. Bahkan studi menunjukkan bahwa
vaksinasi pada pekerja kesehatan berdampak
positif pada luaran pasien.’

Pekerja juga mendapat beberapa keuntun-
gan melalui vaksinasi ini. Pekerja mendapa-
tkan rasa aman yang lebih tinggi sehingga
kekhawatiran tertular COVID-19 menjadi
berkurang. Berkurangnya kekhawatiran akan
mengurangi tekanan psikologis, dan mening-
katkan motivasi kerja. Pekerja juga akan men-
jalani waktu kerja penuh dan pemulihan peng-
hasilan.

Pemerintah mendapatkan keuntungan dalam
bentuk dukungan masyarakat dan swasta da-
lam bentuk pengadaan dan distribusi vaksin,
meringankan beban kerja fasilitas kesehatan
pemerintah, dan peningkatan mutu layanan
umum. Berkurangnya beban pemerintah me-
mungkinkan penguatan kembali pencapaian
target pembangunan dan pencapaian tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable
Development Goals).

Ide pelaksanaan vaksinasi mandiri oleh
pelaku usaha memerlukan antisipasi terhadap
potensi tantangan. Walaupun pemerintah telah
menyediakan vaksin bagi seluruh masyarakat
bukan berarti tertutupnya kemungkinan
penyelenggaraan vaksin secara mandiri oleh
masyarakat. Tantangan lain adalah potensi
adanya pekerja yang menolak vaksinasi, dan
pilihan vaksin berdasarkan khasiat, keefekti-
fan, dan keamanan terutama jangka panjang.
Percepatan vaksinasi bagi pekerja merupa-
kan peluang katalis pemulihan produktivitas.
Untuk itu diperlukan dukungan semua pe-
mangku kepentingan. Peraturan perundangan
mendukung vaksinasi mandiri ini. Peraturan
Menteri Keuangan No 28/PMK 03/2020 yang
diubah dengan PMK-148/PMK.03/2020 men-
yatakan bahwa pemerintah tidak mengenakan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) import dan
penyerahan vaksin maupun bahan baku un-
tuk produksi vaksin, dan membebaskan Pajak
Penghasilan (PPh) pasal 22 terhadap impor

vaksin dan bahan baku vaksin.’

Selain itu Peraturan Presiden Republik Indo-
nesia Nomor 14 tahun 2021 tentang Peruba-
han atas Peraturan Presiden Nomor 99 tahun
2020 menyatakan bahwa badan usaha nasi-
onal atau badan usaha asing yang memenuhi
syarat dapat melaksanakan pengadaan vaksin
COVID 19.%

Dukungan pelaku usaha merupakan hal pent-
ing dalam bentuk kebijakan pengusaha untuk
memberikan vaksin kepada pekerja, peny-
iapan sarana kesehatan internal untuk vak-
sinasi pekerja, dan bantuan distribusi vaksin
ke daerah dan area produksi terpencil. Da-
lam bentuk kegiatan Tanggung Jawab Sosial
Korporat (Corporate Social Responsibility)
memungkinkan adanya vaksinasi bagi peker-
ja sektor ekonomi informal di sekitar perusa-
haan. Manakala pengadaan vaksin mandiri ti-
dak dimungkinkan maka alternatifnya adalah
percepatan tahapan vaksinasi. Percepatan ini
dapat menyertakan dunia usaha melalui kegia-
tan Tanggung Jawab Sosial Korporat. Pelaku
usaha dapat melakukan dukungan dalam ben-
tuk pelibatan tenaga Kesehatan yang dimiliki
sebagai relawan vaksinator, dan juga bantuan
distribusi vaksin ke area kerja tertentu untuk
memungkinkan target vaksinasi tercapai lebih
cepat atau setidaknya sesuai jadwal.

Perlu menjadi perhatian bahwa proporsi
pekerja di sektor informal jauh lebih besar
yaitu 70,49 juta orang (55,72%) dibanding-
kan dengan proporsi pekerja di sektor formal
56,02 juta orang 44,28%). Badan Pusat Statis-
tik (BPS) mencatat total pekerja Indonesia
usia 15 tahun ke atas per Agustus 2019 seban-
yak 126,51 juta orang." Kelompok ini me-
merlukan pendekatan lain untuk memastikan
bahwa mereka juga segera tercakup sebagai
bentuk kesetaraan dalam layanan kesehatan
antara pekerja sektor ekonomi formal dan
pekerja sektor ekonomi informal.

Penutup

Pekerja merupakan kelompok penduduk
dengan proporsi dominan dan mempunyai
peran strategis dalam sektor perekonomian.
Pandemi COVID-19 menyebabkan dampak
peningkatan pengangguran dan penurunan
penghasilan. Populasi pekerja dan tempat
kerjanya juga potensial sebagai klaster penye-
baran COVID-19. Vaksinasi mandiri atau
setidaknya percepatan pada populasi pekerja
dengan melibatkan sumber daya pelaku usaha
merupakan peluang untuk mempercepat dan
memperluas cakupan vaksinasi nasional. Per-
cepatan vaksinasi pada pekerja dan penerapan
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protokol kesehatan mengatasi pandemi akan
mempercepat pula pemulihan produktivitas.
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